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Abstrak

Upacara Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal telah
menjadi tradisi turun temurun yang berlangsung setiap 5 tahun
sekali di Desa Adat Sembung. Dilakukan untuk meringankan
biaya, dan menumbuhkan serta melestarikan sikap gotong-
royong dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan dana
hibah dari Pemkab Badung senilai 700 juta rupiah. Sehingga
sangat diperlukan pengeloaan keuangan yang bersifat
transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam
dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1)
Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal di Desa Adat
Sembung dilatar belakangi oleh besarnya biaya ngaben secara
pribadi dan 2) Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan pada
acara ini telah terdapat RAB yang dibuat, namun terbatas di
laporan pertanggungjawaban yang bisa dikatakan sangat
kurang baik, dan 3) Akuntabilitas Pengelolaan Dana masih
belum memenuhi akuntabilitas laporan keuangan sesuai PSAK
1 dan ISAK 35, namun secara umum panitia telah
melaksanakan akuntabilitas proses dengan membuat laporan
pertanggungjawaban sederhana.

Abstract

The Ngaben, Trimonthly and Mass Metatah ceremonies have
become traditions passed down from generation to generation
that take place every 5 years in the Sembung Traditional
Village. This is done to reduce costs, and foster and preserve
an attitude of mutual cooperation in society. This activity was
carried out with grant funds from the Badung Regency
Government worth 700 million rupiah. So, transparent and
accountable financial management is very necessary. This
study uses a qualitative method. Data collection through in-
depth interviews and documentation studies. The results of this
research show: 1) Ngaben, Quarterly, and Mass Metatah in the
Sembung Traditional Village were motivated by the large costs
of private Ngaben and 2) The Planning and Implementation
Stages of this event had RAB created, but limited in the
accountability report that could be said to be very poor, and 3)
Fund Management Accountability still does not meet financial
report accountability in accordance with PSAK 1 and ISAK 35,
but in general the committee has implemented process
accountability by making a simple accountability report.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian tengah yang memiliki banya
sekali peninggalan budaya atau sering disebut warisan yang masih tradisional serta
berpegang teguh terhadap budaya adat. Keragaman budaya yang ada di Bali masi dipegang
teguh oleh masyarakat dan masih terlaksana hingga saat ini. Warisan budaya yang dimiliki
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yaitu salah satunya pelaksanaan upacara ngaben, metelubulanan, mepandes, pawiwahan,
dan masih banyak lagi.

(Prabhawati et al., 2018)Upacara Ngaben merupakan suatu upacara kremasi atau
peleburan jazad di daerah Bali. Pelaksanaan Ngaben ini dilakukan untuk mempercepat
pengembalian unsur-unsur Panca Maha Bhuta ke sumbernya masing-masing. Ngaben
merupakan salah satu upacara umat agama Hindu yang tergolong dalam upacara Pitra
Yadnya (upacara yang ditunjukkan kepada Leluhur). Upacara nelu bulanin merupakan
upacara yang dilaksanakan untuk bayi yang telah berusia tiga bulan dalam penanggalan
kalender Bali, yaitu pada 105 hari setelah kelahiran. Upacara Potong gigi atau sering disebut
mepandes, mesangih atau metatah merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan
oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja.

Upacara- upacara tersebut merupakan upacara yang memerlukan biaya yang tinggi,
karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai rangkaian upacara yang dilaksanakan.
Banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi biaya pelaksanaan upacara ngaben,
metelubulanan, dan mepandes, sehingga banyak yang memilih mengikuti upacara secara
masal. Upacara yadnya massal merupakan upacara yang dilakukan oleh lebih dari satu
pihak yang berasal dari keluarga besar, satu desa ataupun lingkungan yang lebih luas.
Upacara yadnya masal dianggap lebih ekonomis karena bersifat gotong royong secara
bersama, yang dimana tidak hanya ada satu keluarga, dengan demikian jangkauan biaya
yang dikeluarkan lebih sedikit untuk setiap keluarga yang mengikuti upacara tersebut.
Upacara yadnya masal telah banyak dilakukan di desa yang ada di Bali, untuk membantu
masyarakat meringankan beban administrasinya.

Salah satu desa yang melaksanakan yadnya massal yaitu di Desa Adat Sembung,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Adat Sembung melaksanakan upacara
massal dengan tuhuan untuk keharmonisan alam dalam kehidupan. Dalah hal ini pemerintah
setempat turut berperan aktif dalam pelaksanaan upacara massal ini dengan
mengalokasikan dana desa.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini juga turun tangan dengan
mengalokasikan dana kepada Desa Adat Sembung untuk melaksanakan kegiatan yadnya
masal. Kegiatan yadnya masal yang dilaksanakan di Desa Adat Sembung ini dilakukan 5
tahun sekali. Kegiatan yadnya masal ini dilakukan pertama kali pada tahun 2018. Dana yang
yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 700 juta untuk kegiatan ngaben masal yang
dilaksanakan di Desa Adat Sembung (Ujar Bendesa Adat Sembung). Penerimaan dana
yadnya ini didapat melalui dana desa dan beberapa sesari, punia, dan lainnya.

Penerimaan dana untuk acara yadnya masal tersebut sebanyak Rp. 702.408.000.
Dalam pelaksanaan yadnya massal tahun 2018, jumlah pengeluaran sebesar Rp.
651.400.000, sehingga dana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah di
Desa Adat Sembung. Dalam acara ngaben masal terdiri dari ngaben 5 sawa, nyekah 40
sawa, dan ngelungah 17 sawa, acara metelubulanan dan mepetik terdapat 17 peserta, dan
di acara mepandes/metatah terdapat 15 peserta.

Penggunaan alokasi dana ini rawan terjadi penyelewengan dana oleh pihak yang
seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat desa menurut (Artini et
al.,, 2017) dapat ditunjukkan dengan kemampuan berpartisipasi secara konstruktif serta
kebebasan berkumpul dan berpendapat. Akuntabilitas menurut (Farida et al., 2018) yaitu
sebuah prinsip yang harus ada di sebuah pemerintahan, baik dalam pemerintahan yang
besar atau pemerintahan kecil seperti pemerintahan desa. Akuntabilitas pemerintahan desa
merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan
tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah
disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana. (Merta, 2021), menjelaskan bahwa ada dua
jenis akuntabilitas publik: 1) Akuntabilitas vertikal (juga dikenal sebagai akuntansi vertikal)
dan (2) Akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas dilakukan agar masyarakat mengetahui
penggunaan dana yang ada. Partisipasi masyarakat desa menurut (Artini et al., 2017) dapat
ditunjukkan dengan kemampuan berpartisipasi secara konstruktif serta kebebasan
berkumpul dan berpendapat
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Untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan program atau kegiatan yang
dijalankan pemerintah mengikuti struktur yang konsisten, kementerian dan pengawas
keuangan bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi keuangan yang terstandar.
Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1 dan ISAK 35 membahas mengenai
pencatatan laporan keuangan organisasi atau entitas nirlaba.

Dalam proses pertanggungjawaban pada Desa Adat Sembung, kenyataan yang
terjadi, setelah diadakannya rapat pertanggungjawaban terkait acara tersebut, bendesa adat
tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang digunakan untuk acara tersebut. Sehingga
adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Adat sembung. Setelah itu bendesa adat
pada saat itu diturunkan secara paksa dari jabatannya oleh masyarakat setempat. Setelah
turun dari jabatannya, baru dibuatkan surat pertanggung jawaban oleh bendesa adat
tersebut dan sisa dana sebesar Rp. 51.008.000 di bagikan ke 4 banjar yang mengikuti
upacara tersebut. Ketut Sarjana memberikan pernyataan yaitu:

‘Dana yang diberikan cukup banyak, namun kegiatan yang dilaksanakan
menimbulkan suatu masalah dimasyarakat terkait pertanggungjawaban LPJ upacara
tersebut yang menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat.”

Masyarakat lain juga memngatakan hal yang serupa, Ida Bagus Swabawa mengatakan:
“‘Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan
upacara yadnya masal ini menimbulkan gejolak dimasyarakat terkait
pertanggungjawaban.”

Sehingga, ada mosi tidak percaya dari masyarakat setempat terhadap bendesa adat
Sembung dan mulai mendesak terkait kegunaan uang sisa anggaran yadnya masal dan
memberikan waktu kepada bendasa adat untuk memberikan pertanggungjawaban sisa dana
tersebut. Namun hingga tahun 2020, bendesa adat tidak dapat memberikan
pertanggungjawaban sehinga bandesa adat diturunkan jabatannya. Setelah bandesa adat
tersebut turun jabatan, barulah beliau membuat LPJ dana alokasi tersebut dan sisa dana
alokasi tersebut di bagikan kepada empat banjar yang mengikuti kegiatan upacara masal.

Grand Theory yang melandasi penelitian ini yaitu Stakeholder theory. (Rakhmawati,
2018) menyatakan keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang
diberikan oleh stakeholder. Menurut (Salam, 2019) Teori Stakeholder adalah bagian dari
sekelompok teori yang berdasarkan sistem masyarakat. Menurut teori ini, keberhasilan dan
keberlanjutan perusahaan bergantung pada hubungan terbaik yang dimilikinya dengan para
pemangku kepentingan. Dalam hal ini, panitia pelaksana kegiatan upacara yadnya massal
harus mampu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
yang ikut dan berperan aktif dalam pelaksanaan upacara yadnya massal ini. Dimana
pemangku kepentingan utama yang berada dalam ruang lingkup kegiatan memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi secara langsung oleh strattegi kegiatan
yang dilaksanakan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Kumalawati & Atmadja,
2020) dengan hasil penelitian Penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran
dana patis ini dirasakan cukup baik selama ini, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara
kepada beberapa warga desa serta perangkat desa adat yang telah melaksanakan unsur-
unsur akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Negara, 2023) dengan hasil
pelaksanaan ngaben massal di Desa Adat Banjar Samu Singapadu Kaler tahun 2019 masih
belum memenuhi akuntabilitas laporan keuangan sesuai PSAK 1 dan ISAK 35, namun
secara umum panitia telah melaksanakan akuntabilitas proses dengan membuat laporan
pertanggungjawaban sederhana.

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan metatah
masal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan acara. (2) Untuk mengetahu proses
pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana ngaben masal, tigabulanan
masal, dan metatah masal. (3) Untuk membandingkan dan mengetahui apakah laporan
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keuangan yang dibuat dalam kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah telah sesuai
dengan PSAK 1 dan ISAK 35.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, menurut (Juliantari
et al., 2020), berfokus pada masalah aktual dalam penelitian yang sedang berlangsung dan
menggambarkan fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya. Lokasi penelitian
di Desa Adat Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten badung, Bali. Sumber data pada
penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (Devilaksmi et al., 2019),
menyatakan bahwa data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari
percakapan dengan sumber awal tanpa melalui media. Sedangkan data sekunder sebagai
data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.

Data diambil melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dengan
menggunakan metode purposive sampling. Adapun narasumber tersebut diantaranya para
prajuru adat, tokoh masyarakat serta krama desa adat Sembung yang mengetahui
bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan
mepandes masal di desa adat Sembung. Metode pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. (Sugiyono, 2017) Metode dan
teknik analisis data yang digunakan vyaitu reduksi data, penyajian data, dan analisis
penarikan kesimpulan. Dalam (Andriani & Atmadja, 2022), Darmada mengklaim bahwa
analisis dilakukan dengan mengacu pada pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik kepercayaan yang
menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan mengecek data yang telah diperoses melalui beberapa sumber. Triangulasi data
merupakan teknik pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu (Wijayanti & Harto, 2019). Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan
sebuah kesimpulan, kemudian disepakati dari beberapa sumber tersebut.

Hasil dan Pembahasan
Latar Belakang Pelaksanaan Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal di Desa Adat
Sembung

Saat ini banyak masyarakat yang keliru dengan pelaksanaan yadnya. Banyak dari
mereka yang beranggapan bahwa ngaben memiliki tujuan untuk membawa roh leluhur ke
surga. Namun pada hakekatnya, ngaben merukapan salah satu pitra yadnya untuk melunasi
hutang yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Karena interpretasi yang keliru dari
masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semakin megah upacara ngaben
yang dilakukan, maka tempat yang didapat oleh para leluhur samakin baik, namun
sebenarnya tidak begitu, tempat yang didapat oleh roh leluhur sesuai dengan kebaikan dan
prilaku yang dilakukannya semasa hidup di dunia, hal ini juga di sampaikan oleh Ida Bagus
Made Swabawa S.H selaku bandesa adat sembung.

“Sebenarnya yang menentukan surga cyuta lan neraka cyuta nike perbuatan yang
telah dilakukan di semasa hidupnya. Ini sesuai dengan ajaran karma phala yang dimiliki
oleh umat manusia, apa yang kita lakukan itu yang kita peroleh.”

Banyak yang mulai terbebani dengan mahalnya upacara ngaben saat ini. Banyak dari
masyarakat yang kesulitan dalam melaksanakan upacara tersebut. Sehingga saat ini telah
banyak dilakukannya ngaben massal. Ngaben massal merupakan sebuah adaptasi dari
upacara ngaben yang menganut budaya tontonan sehingga apa yang mereka miliki tidak
hanya bernilai guna, tetapi juga bernilai simbolik atau nilai tambah (Atmadja, 2014). Saat ini
upacara ngaben minimal memerlukan dana sekitar 60 juta rupiah.

Beberapa warga merasa kesulitan dalam melunasi kewajiban mereka, seperti yang
dikatakan bapak | Wayan Sader, selaku salah satu peserta upacara ngaben masal
mengatakan

“Upacara ngaben pribadi niki sangat membutuhkan biaya yang mahal. Jadi banyak
warga yang juga kesulitan dalam melaksanakan upacara ngaben secara pribadi.
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Dengan adanya kegiatan ngaben masal yang dilakukan pemerintah, maka dapat
meringankan kita dalam melaksanakn kewajiban pitra yadnya puniki.”

Sehingga pemerintah setempat menawarkan kegiatan ngaben massal untuk
masyarakat. Hal ini di katakana oleh Bapak | Ketut Suyasa Yana, selaku ketua panitia
kegiatan ini:

“Acara ngaben secara bersama niki merupakan salah satu konsep yang memang
ditawarkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang ada di wilayah
banjar untuk melunasi kewajiban sekala dan niskala kepada leluhur melalui upacara
Pitra Yadnya ini.”

Kegiatan massal ini tidak hanya dilakukan upacara ngaben saja, melainkan ada juga
upacara metatah dan tiga bulanan. Upacara Potong gigi atau sering disebut mepandes,
mesangih atau metatah merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua
umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja. Upacara metatah ini
dilakukan supaya sifat-sifat keraksasaan tersebut perlu dinetralisir dan dikendalikan, agar
nantinya dapat tercapainya tujuan, yaitu diharapkan sifat-sifat keraksasaan dapat berubah
menjadi sifat-sifat kebaikan.

Proses Pengelolaan Dana pada Tahan Perencanaan dan Pelaksanaan Acara Ngaben,
Tiga Bulanan, dan Metatah Massal di Desa Adat Sembung

Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa adat sangat diperlukannya laporan
keuangan untuk menciptakan kondisi yang akuntabel dan transparan antara penjuru adat
dan karma adat setempat. Pelaksanaan kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal
ini memerlukan dana yang tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dan
mudah dimengerti. Pengelolaan dana upacara ini harus jelas asal dan kegunaannya.
Sehingga diperlukan rancangan guna mempermudah perangkat desa dan panitia untuk
mengatur keuangan yang nantinya akan digunakan dalam upacara massal ini. Sebelum
melaksanakan upacara massal, pemeritah desa adat setempat telah melakukan beberapa
perundingan dalam mengadakan upacara ini.

“Nggih, sebelum kami melakukan kegiatan ini, kami berdiskusi terlebih dahulu
dengan anggota dan masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh
pertimbangan dari berbagai pihak. Melihat keadaan warga setempat dan besarnya
anggaran yang dibutuhkan. Kami telah melaksanakan rapat dan membuat RAB.”

Desa adat sembung telah melakukan rapat oleh Kelian Desa Adat Semung, Prajuru
Adat, dan Pengurus kegiatan karya massal ini. Desa adat sembung juga telah membentuk
susunan pengurus dan membuat rancangan anggaran biaya yang diperlukan saat upacara
massal ini, hal ini di sampaikan oleh Bapak Ida Bagus Made Swabawa, S.H. selaku bendesa
adat Sembung:

“‘Sebelum kami memutuskan untuk melakukan upakara massal niki, kami telah
berdiskusi dan melakukan sangkep dengan masyarakat dan pihak yang terlibat. Kami
juga telah membentuk susunan pengurus atau panitia pelaksana yang akan membantu
dan mengurus jalannya acara puniki.”

Desa adat sembung telah membuat susuanan pengurus (terdapat dilampiran) yang
akan mengatur jalannya upacara ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal ini. Tidak hanya
itu, pemerintah desa adat sembung juga telah membuat surat permohonan bantuan dana ke
pada pemerintah dengan melampirkan rancangan anggaran biaya (RAB), susunan
pengurus, surat keterangan domisili Badan/Lembaga, pengesahan badan, lembaga dari
SKPD, surat pernyataan tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya/berturt-turut, berita
acara rapat. Serta foto copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara.

Desa adat sembung mengajukan dana hibah tersebut dengan pertimbangan bahwa
desa adat sembung belum pernah menerima dana hibah dari pemkab Badung secara
berturut-turut atau belum mendapat hibah ditahun sebelumnya, sehingga desa adat
sembung mengajukan hibah kepada pemkab Badung. Bapak lda Bagus Made Swabawa,
S.H. juga menyampaikan:
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“Kami juga memberikan surat-surat pendukung untuk bisa mendapatkan dana hibah
dari pemkab Badung. Surat-surat pendukung tersebut telah kami siapkan sebelum
mengajukan dana hibah, kami menyiapkan beberpa surat seperti Rencana Anggaran
Biaya (RAB), Susunan Pengurus, Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga,
Pengesahan Badan, Lembaga dari SKPD terkait, Surat Pernyataan tidak menerima
hibah satu tahun sebelumnya/berturut-turut, Berita Acara Rapat, Foto Copy KTP Ketua,
Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku.”

Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan pemkab Badung, dan dilihat dari surat-
surat yang dilampirkan oleh Desa Adat Sembung, maka pemkab Badung menyetujui
pelaksanaan upacara ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal ini dan memberikan dana
hiba sebesar 700 juta ruiah kepada karma Desa Adat Sembung. Dana hibah tersebut
disimpan pada LPD Desa Adat Sembung, sehingga transaksi pengambilan dana yang
dilakukan telah tercatat oleh pihak LPD.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal di Desa
Adat Sembung

Pelaksanaan upacara massal yang diadakan di Desa Adat Sembung ini telah membuat
laporan keuangan dan pertanggungjawabannya. Setelah adanya output berupa laporan
keuangan, selanjutnya akan diikuti dengan proses pertanggungjawban kepada pihak yang
berkaitan dan publik. Desa Adat Sembung telah melakukan demokrasi dan ketransparan,
yang tercermin dalam pernyataan yang di sampaikan oleh | Nyoman Winantra selaku
koordinator seksi upakara:

“Untuk pelaporan nike gek sudah dilakukan langsung setelah upacara selesai dan
sudah dibuat LPJ oleh panitia karena hal ini selain dilaporkan ke masyarakat baik yang
mengikuti upakara ini dan yang tidak yang nantinya disampaikan melalui sangkep utawi
paruman.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa adanya wujud transparansi dan akuntabilitas
proses yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Penyusunan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh panitia, telah mengacu pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah
digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun langkah-langkah yang digunakan
untuk mecapai tujuan. Tujuan dibentuknya RAB yaitu sebagai alat perencanaan mengenai
berapa pengenaan biaya yang diperlukan pada setiap upakara, berapa biaya yang
dibutuhkan untuk membeli banten dan segala perlengkapan lainnya. Selanjutnya dalam
praktik transparansi dan akuntabilitasnya panitia Desa Adat Pakraman melakukan
pembagian tugas yang merupakan suatu bentuk implementasi pengorganisasian yang baik.

Setelah berlangsungnya kegiatan upacara massal ini, panitia pelaksana membuat
sebuah laporan pertanggungjawaban (LPJ) (ada di lampiran) yang nantinya akan diserahkan
untuk masyarakat serta pihak yang berkaitan dengan kegiatan ini. Setiap bidang kerja yang
terdapat akan membuat laporan pada setiap bidang yang dikerjakan. Laporan setiap bidang
ini yang nantinya akan dibuatkan LPJ keseluruhan terkait kegiatan upakara yang telah
dilaksanakan. Namun pada laporan pertanggungjawban yang telah dibuat terdapat
kesalahan yang membuat terjadinya mosi tidak percaya yang muncul dari masyarakat.
Terdapat kesalahan dalam mebuat LPJ awal yang dimana, terjadi kesalahan dalam rincian
penggunaan dana.

“Tetep nike kita buatkan LPJ nya karena nike kan kewajiban yang akan kita
laporkan ke masyarakat, karena kesalahan diawal nike LPJ awal yang dibuatkan tidak
sesuai dengan kenyataan yang wenten di LPD baik dari pencatatan pengeluarannya
serta ten wenten bukti nota nota kenten gek. Sehingga dirapatkan kembali dan LPJ nike
tetap dibuatkan ulang oleh panitia namun angka nya diperkirakan saja, karena punika
sampun wenten kesalahan menyebabkan adanya sedikit keterlambatan pelaporan.”

Hal ini disampaikan oleh Bapak | Gusti Made Oka, selaku sekretaris panitia pelaksana.
Setelah masyarakat menukan adanya kekeliruan dalam laporan pertanggungjawaban yang
diberikan, maka masyarakat menuntut terkain keberasaan sisa dana tersebut. Panitia
kemudia membuatkan kembali LPJ yang benar dan mudah dimengerti oleh masyarakat
setempat.
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Akuntabilitas yang dibuat oleh panitia sangat sederhana. Pembuatan laporan
pertanggungjawaban ini dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mudah mengerti dari
maksud dan tujuan dari kegiatan dan dana yang digunakan. Laporan pertanggungjawaban
yang dibuat sangat sederhana, hanya berisikan catatan keluar masuknya dana yang
diperlukan, serta neraca yang dubuat sangat sederhana.

Hasil penelitian ini didukung dengan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu stakeholder theory. Kegiatan ngaben ini harus memiliki laporan pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Desa
Adat Sembung untuk memberikan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada pihak-
pihak yang turut serta dalam kegiatan ini. Dalam Stakeholder Theory ini menyampaikan
bahwa keberhasilan atau keberlanjutan kegiatan atau organisasi harus bertanggungjawab
dan memiliki hubungan baik antara pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat
dala kegiatan tersebut. Dalam hal ini membuat laporan pertanggungjawaban menjadi salah
satu tanggug jawab yang harus dilakukan oleh panitia pelaksana upacara massal ini kepada
pemangku kepentingan, untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah masal ini.

Perbandingan laporan keuangan yang dibuat dalam kegiatan ngaben, tiga bulanan,
dan metatah dengan PSAK 1 dan ISAK 35.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan/entitas
pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan telah diatur dalam PSAK 1 terkait
mengatur komponen laporan keuangan yang di sajikan oleh perusahaan yaitu berupa
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan. Desa Adat Sembung juga memerlukan laporan keuangan
yang harus dibuat disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Dana atau hibah yang didapat oleh
Desa Adat sembung untuk kegiatan yang dilakukan oleh desa dan masyarakat harus
dipertanggungjawabkan, hal ini terutama pada laporan keuangan kegiatan ngaben, tiga
bulanan, dan metatah massal yang dilakukan. Desa Adat Sembung merupakan salah satu
organisasi nirlaba, sehingga laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar
pelaporan keuangan organisasi nirlaba dengan acuan ISAK 35 terkait laporan keuangan
organisasi nirlaba.

Pelaksanaan kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal ini dilakukan pada
tahun 2018, sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku yaitu PSAK 45. Namun, saat ini peraturan yang digunakan yaitu ISAK 35 yang
membahas mengenai pencatatan sebuah laporan keuangan organisasi/entitas nirlaba.
Sehingga Desa Adat Sembung yang merupakan salah satu organisasi nirlaba, harus
membuat laporan keuangan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan laporan keuangan
bagi masyarakat serta yang berkepentingan.

Selain itu, Desa Adat Sembung juga memiliki pertanggungjawaban atas laporan
keuanga dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat setempat. Desa Adat
menjadi organisasi nirlaba yang dimana sumber pendapatan dari masyarakat yang berarti
seluruh aktivitas keuanggannya harus dipertanggungjawabankan kehadapan public. Proses
keuangan yaitu peroses keluar masukknya dana harus dilaporkan dengan baik dan sesuai
dengan ISAK 35 tentang laporan keuangan nirlaba.

Laporan keuangan yang dibuat oleh panitia pelaksana ngaben, tiga bulanan, dan
metatah massal masih menggunakan laporan keuangan yang dibuat secara manual.
Sedangkan untuk Desa Adat sebagai organisasi nirlaba sudah diatur dalam ISAK 35 tentang
laporan keuangan nirlaba. Panitia pelaksanaan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal di
Desa Adat Sembung telah membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan yang dibuat
tersebut cukup sederhana, lda Bagus Made Suwabawa, S.H mengatakan.

“Panitia pelaksana telah membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk
neraca sederhana. Laporan ini yang dijadikan laporan pertanggungjawaban yang dan
dibagikan oleh para pemangku berkepentingan dalam rapat yang diadakan pada akhir
acara nike. “
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Laporan neraca yang dibuat sebagai laporan keuangan masih sangat sederhana, yang
dimana pencatatan yang dilakukan masih secara manual dan mencatatn sesuai nama
barang yang diperlukan saja, serta hanya membuat laporan pertanggungjawaban (terdapat
di lampiran) yang sangat sederhana serta nama-nama akun yang digunakan juga masih
sesuai dengan yang terjadi dan belum dikelompokkan. Sedangkan menurut ISAK 35
terdapat beberapa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan untuk entitas nirlaba,
yaitu; adanya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, lapoan arus kas, dan catatan atas
laporan  keuangan. Komponen-komponen tersebut tidak ada dalam laporan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh panitia penyelenggara. Sehingga dalam kegiatan
ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal ini laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh
panitia tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam ISAK 35 yang berlaku terkait dengan
laporan keuangan organisasi pada nirlaba

Simpulan dan Saran

Pelaksanaan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal di Desa Adat Sembung masih
belum memenuhi standar akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK
35. Namun dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan, panitia telah membuat laporan
pertanggungjawaban secara sederhana. Dalam proses pelaksanaan, panitia telah memebuhi
akuntabilitas proses dengan membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan
kegiatan upakara massal, namun terdapat kekeliruan dalam pembuatan laporan tersebut
sehingga mengakibatkan perbedaan dalam hasil laporan, akhirnya panitia membuat kembali
laporan pertanggungjawaban tersebut. Laporan yang dibuat tersebut sangat sederhana, hal
ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat,
sehingga panitia hanya membuat pencatatan secara sederhana dan sistematis.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat belum sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35
sesuai standar yang berlaku untuk non-laba. Panitia hanya membuat laporan
pertanggungjawaban yang berisikan rincian penggunaan biaya yang mampu menjelaskan
tanggal pembelian dan pengeluaran, keterangan penggunaan biaya, dan jumlah kas yang
masuk dan keluar. Akuntabilitas proses yang dilakukan menandakan adanya etikad yang
baik perihal keterbukaan atau akuntabilitas meskipun dalam bentuk sederhana dan belum
sesuai dengan standar yang berlaku.

Terdapat saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu; Kegiatan ngaben, tiga
bulanan, dan metatah massal di Desa Adat Sembung, panitia harus lebih teliti dalam
membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Panitia juga harus membuat laporan
pertanggungjawaban yang sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35. Peneliti selanjutnya
dianjurkan untuk dapat mengulas kembali pengelolaan akuntabilitas dana upakara masal
dengan lebih akurat karena dalam penelitian ini masih laporan pertanggungjawaban yang di
buat belum sesuai aturan dan lebih menelusuri pencatatan yang dibuat secara lengkap.
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